
 
 
 
 
 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

 
NOMOR  9 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan 

peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen 
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 
 

  b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan 

perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 
2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2016; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 
    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 



 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor                        
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5679); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor             

4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2016 Nomor 4); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
 

dan 

 
BUPATI SERDANG BEDAGAI 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
 
 



Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai 

berikut : 
 
1. Pendapatan Daerah  Rp 1.387.104.799.773,00 

2. Belanja Daerah  Rp 1.386.104.799.773,00 
 

 Surplus/(Defisit) Rp 1.000.000.000,00 
 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  Rp 0,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  Rp 1.000.000.000,00 

 

 Pembiayaan Netto Rp (1.000.000.000,00) 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 
 

Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp102.479.860.648,00; 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.063.448.145.000,00; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp221.176.794.125,00. 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan :  

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp51.067.000.000,00; 
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp16.087.440.000,00; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp35.325.420.648,00. 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp48.511.614.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp774.457.677.000,00; dan 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp240.478.854.000,00. 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp35.000.000.000,00; 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp183.849.815.000,00; 

dan  
c. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp2.326.979.125,00. 

 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp895.035.183.435,00; dan 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp491.069.616.338,00 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp620.949.903.555,00; 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp12.058.000.000,00; 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp2.985.000.000,00; 
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

sejumlah Rp6.613.000.000,00; 



e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa sejumlah Rp250.929.279.880,00; dan 
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp1.500.000.000,00. 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp70.788.022.979,00; 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp209.100.092.591,00; dan 

c. Belanja Modal sejumlah Rp211.181.500.768,00. 
 

Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp0,00; 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp1.000.000.000,00. 
 

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
sejumlah Rp1.000.000.000,00 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 
 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Lampiran IIa Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan 
Daerah; 

4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

8. Lampiran VII Laporan Piutang Daerah; 

9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 

12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran Ini; 

13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 
 



Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

 
 

 
 
 

 Ditetapkan di Sei Rampah 
 pada tanggal  
 

 BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
    

  
  
  

 H. SOEKIRMAN 
  

  
  

 

Diundangkan di Sei Rampah 
pada tanggal 
 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 
  

  
  
  

 HADI WINARNO 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR  
 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA  :  

 


